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Abstract 

 
The problem research in this thesis is how the Kantor Camat Taman develops capacity building in the public service. This study is 
considered important by researchers because the position is no longer head of the subdistrict administrative area but has become the 
area where the work is done partly delegation of authority to the sub-district head of regents. Delegation of authority, the foundation 
made a major capacity building to optimize public services sector in this region districts. Qualitative research method with the case 
study type explains the development of capacity building at Kantor Camat Taman Kabupaten Sidoarjo. This study indicates that the 
existing organizational capacity building in Kantor Camat Taman has been done towards good result. This can be seen by readiness 
and strategy in optimizing their public service. Repair rejuvenation buildings, facilities and infrastructure fulfillment services, 
utilization of human resources, and also the process of good leadership. These things make the development of capacity as the 
delegation of authority implications of regents to the sub-district head can be optimally implemented. 
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PENDAHULUAN 

Pelayanan publik ialah setiap kegiatan yang 

dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia 

yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan 
dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan 

kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu 

produk secara fisik. Dalam lingkup regional, 

penyelenggara pelayanan publik juga telah diatur 

dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah pasal 16 yang menyatakan bahwa 

penyelenggara pelayanan publik adalah menjadi 

tanggung jawab pemerintah, namun pada kenyataannya 

tidak semua pelayanan publik disediakan oleh 

pemerintah, salah satunya karena keterbatasan 

anggaran. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah 

telah menggulirkan banyak perubahan. Tidak 
mengherankan apabila kebijakan pemerintah untuk 

melakukan desentralisasi pemerintahan telah 

mendorong perubahan pada sistem pelayanan publik. 

Desentralisasi yang mengalihkan sebagian besar urusan 

pemerintahan ke daerah atau tingkat bawah telah 

menjadikan pemerintah daerah sebagai lembaga 

penyelenggara pelayanan publik yang utama 

(Dwiyanto, Agus 2010: 15-17).  Esensi dari hal ini 

adalah pemerintah daerah sebenarnya yang paling 

memahami kebutuhan dan tuntutan dari warganya, 

sehingga bentuk kebijakan dan program pelayanan 
publik ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat umum (services of general interest). 

Jika dikaitkan dengan peraturan perundangan 

UU No. 32 Tahun 2004, kecamatan merupakan posisi 

penting bagi suatu daerah kabupaten maupun daerah 

kota. Upaya-upaya ini direspon positif oleh pemerintah 

pusat dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 

Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan (PATEN).  Peraturan ini semakin 

mempermudah dan mendekatkan pelayanan publik 

pada masyarakat sebagai pengguna layanan di tingkat 

wilayah dalam hal ini pada kecamatan. Setiap 

kecamatan di seluruh Indonesia diberi sebagian 

kewenangan bupati terutama yang berkaitan dengan 

pelayanan publik yang berkaitan dengan administrasi. 
Dengan demikian setiap kecamatan diharapkan mampu 

mengakomodir layanan-layanan yang ditambah dari 

dinas/badan terkait guna memenuhi kebutuhan dan 

kepentingan masyarakat. Pelimpahan wewenang ini 

memberikan kesempatan kepada SKPD Kewilayahan 

(Kecamatan dan Kelurahan) untuk semakin 

dimanfaatkan dan diberdayakan secara optimal. Oleh 

karena itu dengan adanya PATEN itulah diperlukan 

juga upaya atau strategi-strategi dengan 

pengembangkan kapasitas yang baik di kecamatan. 

Guna mencapai kualitas layanan publik yang 

prima dan kepuasan konsumen dalam proses layanan 
publik, pemerintah daerah terutama Kantor Camat 

Taman perlu membuat serangkaian upaya.  Isu capacity 

building di dalam organisasi publik memiliki 

urgensitas tinggi guna meningkatkan kualitas layanan. 

Sorotan negatif selama ini yang berkaitan dengan 

layanan institusi pemerintah harus segera dibenahi. 

Melalui pengembangan kapasitas ini, mulai dari 

tingkatan individu, berkembang pada tingkatan 

organisasi hingga berbenah dalam lingkup sistem akan 

dianalisis dan ditelaah serta dicari rangkaian strategi 

apa yang akan dilakukan guna membenahi pelayanan 
publik di lingkungan kepemerintahan khususnya 

dilingkup kecamatan. 

 

Pengembangan Kapasitas Kecamatan 

Secara sederhana kapasitas dapat dimaknai 

sebagai kemampuan seseorang dalam melakukan 

sesuatu dalam rangka mencapai tujuan. Brown 

mendefinisikan “capacity building is a process that 

increases the ability of persons, organizations or 

systems to meet its stated purposes and objectives” 

(Brown, Lisanne et.al, 2001: 25).  Berdasar 
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pendapatnya, pengembangan kapasitas merupakan 

suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan 

seseorang, organisasi atau sistem untuk mencapai 

tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan capacity 

building menurut Yeremias T. Keban lebih khusus 

dalam bidang kepemerintahan berpendapat bahwa 
capacity building merupakan serangkaian strategi yang 

ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, 

dan responsivitas dari kinerja pemerintahan, dengan 

memusatkan perhatian pada pengembangan dimensi, 

sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan 

reformasi kelembagaan atau lingkungan (Yeremias T. 

Keban. 1999: 75). 

Untuk menuju pada esensi effectiveness, 

efficiency dan responsiveness, suatu organisasi publik 

sudah seharusnya mengembangkan strateginya dalam 

mencapai ketiga esensi di atas guna menuju sistem 
kepemerintahan yang baik. Capacity building sebagai 

alat aksi untuk menuju ke dalam sistem 

kepemerintahan yang baik sebenarnya berhubungan 

dengan upaya meminimalisir peran (role) dan cakupan 

pemerintahan (Soeprapto, Riyadi. 2006: 7).  

Jika menilik capacity building dalam lingkup 

organisasi, maka terdapat beberapa hal yang harus 

diperhatikan. Hal-hal tersebut meliputi struktur, proses-

proses, dan sistem manajerial yang dapat membuat 

suatu organisasi berjalan optimal dalam menghadapi 

dinamika perubahan.  Hal ini juga berkaitan dengan 

orang-orang yang berada di dalamnya, sarana dan 
prasarana secara fisik, sumber daya yang ada, serta 

proses transformasi memaksimalkan sumber daya yang 

ada untuk menjadi sebuah produk atau layanan.  

Dengan demikian, kapasitas dalam bahasan ini 

melingkupi strategic planning, manajemen anggaran, 

communication networks, dan pengembangan sumber 

daya manusia.Sehubungan dengan hal itu, berdasar dari 

hasil riset yang dikeluarkan oleh USAID, 

pengembangan kapasitas dalam lingkup organisasi 

memiliki lima (5) elemen, diantaranya: Mission, vision, 

and strategy; Structure; Management systems; 
Partnerships, external relations and networking; and 

Leadership and governance.  

Ini berarti konsep-konsep dasar yang 

berhubungan dengan nilai-nilai good governance 

(transparency, accountability, the rule of law and 

probity) bisa dijabarkan menjadikan pasar (yang dalam 

konteks sektor publik adalah masyarakat) dapat bekerja 

lebih efisien. Semakin jelas terlihat ketika pemerintah 

bekerja semata-mata hanya sebagai upaya penguatan 

kontrol masyarakat terhadap proses-proses 

kepemerintahan. Hal ini tidak seharusnya terjadi karena 

pemerintah tidak lagi sebagai ‘the center of truth’. 
Inspirasi dan prakarsa perubahan bisa lahir dari 

masyarakat itu sendiri terutama dalam hal ini yang 

dipelopori oleh pemerintah daerah.  

Bila membahas capacity building maka juga 

akan membicarakan faktor-faktor yang ada di 

dalamnya. Pelaksanaan capacity building dalam 

konteks pemerintah daerah secara khusus dapat 

disampaikan bahwa faktor-faktor signifikan yang 

mempengaruhi pengembangan kapasitas meliputi 5 

(lima) hal pokok yaitu: komitmen bersama; 

kepemimpinan; reformasi peraturan; reformasi 

kelembagaan; dan pengakuan tentang kekuatan dan 

kelemahan yang dimiliki (Soeprapto, Riyadi. 2006: 

20).   

Faktor di atas merupakan hal-hal yang secara 
umum berpengaruh selama proses capacity building 

berlangsung. Memang capacity building merupakan 

sebuah proses pembelajaran untuk menjadikan lebih 

baik dan tidak menuntut hasil semata. Oleh karenanya 

pelaksanaan dilakukan secara menyeluruh dan 

kontinuitas karena banyak yang harus dicakup dalam 

capacity building ini. 

Berbicara mengenai konsep capacity building, 

hal ini memang sudah banyak diterapkan oleh beberapa 

lembaga pemerintah guna untuk meningkatkan kinerja 

aparatur pemerintah dan outputnya adalah untuk 
meningkatkan kualitas layanan. Beberapa strategi yang 

digunakan berfokus pelayanan publik sudah diusung 

sejak lama oleh Kantor Camat Taman, dan prosesnya 

pun berlangsung sampai sekarang. 

 

Metode Peneltian 

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan 

penelitian, maka metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif 

dimana dalam metode ini didasarkan atas suatu 

fenomena sosial yang ada. Alasan peneliti  untuk 

menggunakan metode penelitian kualitatif adalah 
dilihat dari sifat masalah yang diteliti, dimana tujuan 

penelitian ini adalah berusaha untuk mengungkap dan 

memahami pengembangan kapasitas (capacity 

building) level organisasi baik itu sebelum, prosesnya 

hingga sesudah adanya pengembangan kapasitas itu 

dilakukan di Kantor Camat Taman. Jadi penelitian ini 

lebih ditujukan untuk mendapatkan gambaran atas 

capacity building di sektor publik dalam studi kasus di 

Kantor Camat Taman Kabupaten Sidoarjo. 

Penelitian ini berupaya untuk memberikan 

gambaran mengenai suatu fenomena secara terperinci, 
yang pada akhirnya memberikan pemahaman yang 

lebih jelas mengenai fenomena yang diteliti. Oeh 

karenanya menggunakan tipe penelitian deskriptif. 

Penelitian ini menggambarkan capacity building di 

sektor publik dalam studi kasus pengembangan 

kapasitas di Kantor Camat Taman Kabupaten Sidoarjo. 

Di dalam penelitian ini akan dideskripsikan secara jelas 

bagaimana capacity building level organisasi itu 

berjalan, bagaimana proses transformasinya, terkhusus 

dalam bidang layanan publik yang ada di kantor camat 

tersebut. Penelitian deskriptif ini mempunyai tujuan 

untuk menggambarkan secara terperinci akan 
fenomena-fenomena yang ada di Kantor Camat Taman 

dalam prosesnya menjalankan capacity building pada 

pelayanan publik. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam pembahasan kali ini, akan disajikan data-

data yang telah diperoleh selama penelitian dengan 

teori yang menjadi acuan dalam menganalisis capacity 
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building organisasi yang ada di Kantor Camat Taman 

Kabupaten Sidoarjo. Parameter dari pengembangan 

kapasitas organisasi ini adalah berupa beberapa 

indikator yang relevan. Indikator-indikator ini berisi 

serangkaian komponen organisasi inti yang perlu hadir 

dan berfungsi secara efektif dalam sebuah institusi 
sehingga tercipta kondisi yang diinginkan secara 

berkelanjutan. Komponen ini mendefinisikan lima 

fungsi utama dari suatu organisasi atau jaringan. 

 

a. Visi, Misi, dan Strategi 

Organisasi memiliki rencana strategis secara 

tertulis yang mencerminkan misinya, dan mengandung 

tujuan strategis dan didasarkan pada analisis SWOT 

yakni review kekuatan dan kelemahan, lingkungan 

eksternal dan kebutuhan klien.  Di dalam tahap ini juga 

mengidentifikasi hal-hal yang menjadi prioritas dan 
tujuan yang terukur. Visi, misi dan strategi setiap 

organisasi ini menjadi penting karena menjadi salah 

satu komponen utama dalam proses capacity building 

organisasi di institusi.  

Perubahan visi dan misi di dalam setiap 

organisasi dibutuhkan dalam kelangsungan aktivitas 

organisasi tersebut. Suatu organisasi dikatakan hidup 

jika visi misinya dapat berkembang sesuai dengan 

tuntutan jaman. Demikian juga di Kantor Camat 

Taman, visi misi yang diusung merupakan hasil dari 

perkembangan cara belajar guna menyusun strategi 

suatu organisasi untuk menghadapi permasalahan dan 
tantangan. 

Pada tahun 2012, Kantor Camat Taman 

melakukan transformasi dengan memperbarui visi dan 

misinya. Visi yang diusung yaitu “Kecamatan Taman 

terdepan dalam pelayanan dan penciptaan iklim 

investasi.” Sedangkan untuk misinya yaitu sebagai 

berikut : 

1. Mewujudkan pelayanan yang prima dan 

berkuaalitas pada masyarakat guna terciptanya 

profesionalitas kinerja aparatur Kecamatan serta 

bersih dari KKN; 
2. Mewujudkan keamanan dan kententraman 

kehidupan masyarakat serta situasi yang kondusif 

bagi iklim investasi dan pengembangan dunia usaha 

/ industri; 

3. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat agar 

memiliki daya saing menghadapi tantangan masa 

depan; 

4. Mengembangkan sektor pertanian yang dapat 

mendukung sektor industri Argobisnis; 

5. Mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan 

melalui usaha kecil dan menengah; 

6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan melalui pengembangan proses politik 

yang trasparan dan partisipatif. 

Pemaparan visi dan misi kantor Camat Taman 

ini jelas menjadi pedoman Camat dan juga bagi semua 

pegawai daerah di kantor ini dalam menyelenggarakan 

pemerintahannya. Penetapan visi kantor tersebut 

berdasar atas persiapannya akan globalisasi. Adanya 

globalisasi membuat institusi ini berpikir ke depan 

akan tantangan-tantangan yang kemungkinan dihadapi 

oleh organisasinya. Terlebih dengan seiring kemajuan 

jaman dan kebutuhan masyarakat juga semakin 

kompleks, maka menjadi isu utama oleh kantor Camat 

Taman dalam pemenuhan untuk pelayanan publik. 

Menyambung hal di atas, adanya visi dan misi 
tersebut kemudian di-breakdown menjadi beberapa 

kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai visi dan 

misi organisasi yang ada. Mengacu pada paparan misi 

yang dimiliki oleh Kantor Camat Taman, di dalam 

misi-misinya mengarah pada tiga kegiatan besar utama 

yakni: 

• Membangun SDM yang berkualitas, dimana 

pegawai daerah harus mampu dan memahami tugas 

dan wewenangnya dalam pekerjaan mereka. 

• Mendorong kinerja pegawai, dengan adanya SDM 

yang berkualitas tersebut akan mendorong kinerja 
sehingga produktivitasnya tinggi, kegiatan 

pelayanan pun menjadi optimal. 

• Menggerakkan partisipasi masyarakat, misi tersebut 

adalah ketika pelayanan di kantor camat ini berjalan 

optimal, maka secara tidak langsung institusi publik 

ini menggerakkan partisipasi masyarakat. 

Bila dtilik kembali, serangkaian visi dan misi 

yang dikuatkan dengan adanya strategi ini merupakan 

sebuah proses pembelajaran pengembangan kapasitas 

khususnya pada pelayanan administrasi layanan publik 

akan menjadi salah satu fungsi organisasi yang 

mumpuni. Karenanya, visi dan misi ini tidak bisa 
dikatakan stagnant, namun seiring dengan bejalannya 

waktu visi dan misi dapat berubah sesuai dengan 

kemampuan dan kebutuhan organisasi yang 

bersangkutan. 

 

b. Struktur Organisasi Kantor Camat Taman 

Struktur organisasi merupakan salah satu hal 

yang sama pentingnya dalam melihat pengembangan 

kapasitas organisasi di lembaga atau institusi yang 

bersangkutan.  Dengan adanya struktur di dalam 

keorganisasian ini, suatu organisasi dapat dianalisa 
melalui strukturnya yang tergambar dan akan bisa 

diketahui job describtion masing-masing personel.  

Berdasarkan hal di atas, cukup dapat dimaklumi 

bahwa struktur organisasi juga merupakan faktor yang 

penting dalam perkembangan organisasi untuk 

pertumbuhan ke arah kemajuan organisasi. Penyusunan 

struktur organisasi juga dilakukan untuk  mencapai 

tujuan sesuai dengan misi organisasinya di mana akan 

menentukan mekanisme orang-orang yang bekerja di 

dalamnya. Oleh karena itu, struktur organisasi harus 

disusun secara konsisten sesuai dengan visi dan misi 

organisasi sehingga suatu organisasi dapat berjalan 
dengan optimal. 

Bila dikaji lebih dalam, struktur organisasi 

tersebut memang sudah baku dan menurut pada 

peraturan yang ada. Susunan dan bagan organisasi 

kecamatan juga disebutkan pada pasal 14 Kemendagri 

No. 158 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa 

susunan organisasi kecamatan terdiri dari: Camat; 

Sekretaris Camat; Seksi Pemerintahan; Seksi 
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Ketentraman dan Ketertiban Umum; Seksi lain dalam 

lingkungan kecamatan yag nomenklaturnya disesuikan 

dengan spesifikasi dan karakteristik wilayah kecamatan 

sesuai kebutuhan daerah, dan; Kelompok jabatan 

fungsional.  

Penetapan susunan organisasi kecamatan ini 
bersifat struktural. Adapun dalam peraturan 

Permendagri tersebut juga disebutkan bahwa ada dua 

seksi yang wajib ada pada susnan organisasi di setiap 

kecamatan yang ada di Indonesia, yakni: 

1) Seksi Pemerintahan, mempunyai tugas membantu 

Camat dalam menyiapkan bahan perumusan 

kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan 

urusan pemerintahan. 

2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, 

mempunyai tugas membantu Camat dalam 

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, 
pleaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan 

ketentraman dan ketertiban umum.  

 

 
 

Gambar 1 
Struktur Organisasi Kecamatan Menurut Kepmendagri No. 

158 Th. 2004 
Sumber: Wasistiono Sadu, Perkembangan 
Organisasi Kecamatan dari Masake Masa 

 

 

 
 

Gambar 2 
Struktur Organisasi Kantor Camat Taman Tahun 2011 

Sumber: Profil Kantor Camat Taman 2011 

 

Sementara itu melihat kondisi lapangan Kantor 

Camat Taman mempunyai satu sekretaris, lima seksi, 

dan tiga subbagian yang membawahi setiap urusan 

yang berbeda pada gambar 3.2. Bila dilihat secara 

seksama, ada penambahan subbag baru dalam kantor 

camat ini, yakni subbag Pelayanan Umum. Subbag ini 

diadakan dan dibentuk dikarenakan dua alasan. Alasan 

pertama adalah sebagai action tool mendukung strategi 

yang diusung yaitu mengoptimalkan daya dukung 

publik. Alasan kedua adalah pelayanan umum 
merupakan core management daripada kantor camat 

sendiri yakni sebagai institusi perangkat daerah dalam 

sektor publik.  

Di dalam bagan struktur organisasi kantor ini 

juga terdiri dua struktur wajib yaitu Seksi 

Kepemerintahan dan Seksi Ketertiban dan Keamanan. 

Selain itu Kantor Camat Taman memiliki tiga seksi 

lainnya yaitu Seksi Pembangunan, Seksi Sosial, dan 

Seksi Perekonomian. Pun pula dengan sub bagian, di 

kantor camat tersebut memiliki tiga sub bagian yaitu 

Subbag Pelayanan Umum, Subbag Perencanaan, dan 
Subbag Umum Kepegawaian. 

Struktur organisasi ini menjadi penting karena 

di dalamnya berkaitan erat dengan garis koordinasi 

maupun garis komando yang menjelaskan hubungan 

antar pegawai di dalam satu organisasi. Koordinasi 

merupakan hal yang mutlak harus diciptakan dan 

dipelihara didalam sebuah organisasi nonprofit. Oleh 

karena itu, pelaksanaan koordinasi didalam suatu 

organisasi harus mendapat perhatian yang serius dan 

khusus dari pimpinannya. Koordinasi yang baik akan 

menyebabkan pelaksanaan tugas menjadi lancar dan 

diharapkan akan memudahkan dalam pencapaian 
tujuan organisasi. Koordinasi kerja akan efektif bila 

organisasi tersebut memiliki struktur organisasi yang 

jelas. 

 

c. Sistem Manajemen Kantor Camat Taman 

Dalam menyelenggarakan aktivitasnya sebuah 

organisasi memerlukan satu pola yang tersistematis 

baik dalam hal mengatur maupun mengolah organisasi 

itu. Pola yang tersistematis dalam satu organisasi 

setelah membentuk visi dan misi organisasi adalah 

sistem manajemen. Sistem manajemen digunakan 
untuk mengatur jalannya aktivitas keorganisasian guna 

mencapai tujuan bersama. 

Mengacu pada teori, di dalam penelitian ini 

pengembangan kapasitas organisasi pelayanan publik 

pada sistem manajemen dibagi menjadi tiga aspek yang 

terdiri dari sistem kepegawaian, sistem penganggaran 

dan sistem pelayanan.  Ketiga aspek tersebut 

mempengaruhi sistem manajemen pada obyek 

penelitian, yakni pada Kantor Camat Taman. 

Lebih lanjut, dalam teori tersebut dijelaskan 

pula bagaimana melihat capacity building dari segi 

sistem manajemen ini dalam sistem manajemen sumber 
daya manusia satu organisasi. Di dalam 

mengembangkan kapasitas organisasi sistem 

manajemen sumber daya manusia, sebuah organisasi 

harus memiliki beberapa karakteristik berikut ini:  

 Organisasi harus memiliki kebijakan yang 

jelas dan lengkap serta memiliki kearsipan 

yang baik. 
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Kebijakan-kebijakan ini selanjutnya 

didokumentasikan berupa prosedur-prosedur yang 

harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh pegawai. 

Nantinya setiap elemen dalam organisasi ini harus 

mengetahui dan memahami kebijakan dan prosedur 

yang ada. Peraturan-peraturan ini juga harus seantiasa 
dievaluasi ulang karena masalah semakin berkembang 

dan bukan hal yang tidak mungkin peraturan juga 

berubah. 

 Sistem perekrutan yang jelas. 

Prosesnya harus transparan dan pedoman-

pedoman yang diterapkan harus berjalan secara 

konsisten. Bagian personalia harus memiliki strategi 

untuk mempertahankan staf yang kapabel sehingga 

efektivitas berjalan. 

 Adanya penilaian kinerja pegawai yang baik. 

Penilaian dan evaluasi ini digunakan untuk 
meninjau fenomena-fenomena yang terkait dengan 

SDM di organisasi tersebut.  Di dalam proses penilaian 

kinerja ini, para staf atau pegawai diharapkan memiliki 

feedback yang berguna pada kemajuan organisasi. 

 

Menyambung hal diatas, untuk mengembangkan 

kapasitas organisasinya hal yang perlu diperhatikan 

yang pertama adalah mengenai sistem kepegawaian. 

Mengapa, karena pegawai merupakan penggerak 

organisasi dimana aktivitasnya berjalan. Dalam 

konteks penelitian, kebijakan sistem kepegawaian di 
institusi pemerintah sudah diatur dalam undang-

undang. 

Dalam pelaksanaan sistem kepegawaian ini, 

Kantor Camat Taman sudah mengupayakan beberapa 

hal yang dianggap prioritas. Kantor ini berupaya 

mengoptimalkan pegawai yang ada untuk melaksankan 

penyelenggaraan pemerintahan. Memang terdaat 

kendala kekurangan personil, namun hal ini teratasi 

dengan mengoptimalkan kemampuan aparatur daerah. 

Kantor Camat Taman sebagai SKPD Kewilayahan dan 

juga sebagai institusi pelayanan dituntut untuk selalu 

memberikan pelayanan yang prima dalam semua 
produk layanan yang ada. Oleh karena itu, 

pengembangan dan pelatihan pegawai harus 

diintensifkan. Pelaksanaan bimbingan teknis dan juga 

kebijakan pemberian insentif dinilai memberikan 

reward pada pegawai. Sehingga produktivitas akan 

terjaga. 

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam 

mengembangkan kapasitas organisasi pada sistem 

manajemen yaitu sistem pengagganggaran. Hal ini 

menjadi isu utama dalam semua kegiatan berorganisasi. 

Penganggaran menjadi penting karena dengan adanya 
anggaran hal-hal yang menjadi prioritas suatu 

organisasi dapat dilaksanakan. Kantor Camat Taman 

selaku organisasi dibawah naungan institusi negara 

memiliki sistem anggaran yang terpusat, yakni dibawah 

wewenang bupati/walikota. Penyusunan anggaran pun 

memiliki kompleksitas yang tinggi karena terkait 

dengan kedinasan. Anggaran Kantor Camat Taman 

yang berurusan dengan kegiatan pelayanan publik 

menjadi dasar dalam menganalisa anggaran yang sesuai 

dengan penelitian. Beberapa sub urusan yang berkaitan 

dengan pelayanan publik memang sebagian besar 

berhubungan dengan administrasi kependudukan, 

karena memang urusan ini yang sedang diprioritaskan 

mengingat kebijakan eKTP Nasional. Selain itu, urusan 

lainnya seperti kepengurusan IMB dan sebagainya juga 
dianggarkan dalam pelayanan publik. 

Uraian tugas kecamatan dalam mengelola 

keuangannya di atas kemudian dperjelas dengan 

adanya mekanisme penusunan anggaran serta program-

program kecamatan yang harus dilaksankan berdasar 

aturan yang berlaku. Mekanisme penyusunan anggaran 

kecamatan sesuai dengan pedoman Permendagri 

Nomor 13 Tahun 2006. 

 

 
Gambar 3 

Mekanisme Penyusunan Program dan Anggaran 

Sumber: Permendagri No. 13/2006, Diolah 

 

Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Camat 

Taman pun memiliki prioritas tersendiri dalam 

mengalokasikan anggaran untuk pelayanan publik. 

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang telah 

disetujui menjadi APBD 2013 menunjukkan bahwa 

Kantor Camat Taman mempunyai anggaran sebesar Rp 

4.173.585.000, 00 atau terbilang empat milyar seratus 

tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu 
rupiah. Anggaran tersebut diantaranya terserap ke 

dalam sejumlah urusan, baik itu yang berhubungan 

langsung dengan layanan maupun tidak. 

 

Tabel 1 

Program dan Kegiatan Kantor Camat Taman 

Berdasarkan Urusan dalam Pelayanan Publik 

 

 
Sumber: RKPD Kabupaten Sidoarjo 2013, diolah 

 

Pengembangan kapasitas dalam sistem 

manajemen ini juga memperhatikan sistem manajemen 
pelayanan itu sendiri. Terutama pada Kantor Camat 

Taman sebagai kantor layanan kewilayahan di tingkat 

pemerintahan daerah. Sistem manajemen pelayanan ini 

menjadi isu utama dalam pelayanan publik dimana core 

keberadaan institusi tersebut memang untuk memenuhi 
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kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Kantor Camat 

Taman sebagai penyedia layanan masyrakat sudah 

mengupayakan layanan yang prima. Perbaikan sarana 

dan prasarana, kondisi gedung, penambahan kursi 

tunggu, fasilitas AC dan WiFi juga dilakukan demi 

kenyamanan masyarakat dalam mengurus sesuatu di 
kantor ini. Tidak kalah pentingnya juga sikap responsif 

pegawai dalam melayani masyarakat, sikap sigap dan 

memberikan solusi ketika terjadi komplain juga mulai 

berjalan dengan baik. Sikap responsif di sini memiliki 

peran yang penting dalam sebuah layanan khususnya 

pelayanan publik. Aparatur daerah dituntut senantiasa 

mementingkan kepentingan masyarakat. Apabila hal 

ini dapat dicapai, maka layanan publik di institusi 

diharapkan dapat memuaskan masyarakat. 

 

d. Partnership dan Kerjasama dengan Stakeholder 

yang terkait 

Jaringan atau networking itu ditujukan secara 

internal maupun eksternl organisasi. Secara internal, 

setiap divisi atau sub bagian yang ada harus kooperatif. 

Sedangkan ekternal organisasi yati lebih pada antar 

SKPD maupun stakeholders harus terjalin baik 

kerjasamanya. Hal ini apabila semua dilakukan dengan 

baik akan membuat proses capacity building organisasi 

menjadi lebih optimal. Selain itu, adanya pembagian 

kewenangan dari bupati kepada camat memberikan 

ruang gerak yang semakin terbuka untuk menjalin 

hubungan yang terjadi antara kantor camat dengan 
SKPD lainnya. Hubungan yang terjadi itu berkaitan 

dengan asistensi yang didapatkan dari dinas-dinas 

terkait secara vertikal maupun dengan desa/kelurahan 

yang ada secara horisontal sehubungan dengan 

pendelegasian wewenang kepada camat. 

Hubungan vertikal Kantor Camat Taman 

dengan desa/kelurahan dilakukan secara frekuentif. 

Walaupun hanya sebatas fasilitasi, namun pembinaan 

ini memiliki kemajuan dengan meningkatnya frekuensi 

rapat koordinasi yang diadakan. Berkenaan dengan ini, 

masalah yang acap kali dihadapi oleh desa/kelurahan 
dibahas bersama dengan camat atau sekretaris camat 

melalui rapat koordinasi. Rapat ini memang 

diagendakan selain untuk ajang sharing dan 

memecahkan masalah yang ada, juga menjalin 

keharmonisan antar desa dan juga sebagai ajang 

mendekatkan dengan masyarakat oleh kecamatan itu 

sendiri. Lebih lanjut, hubungan kerja kecamatan 

dengan pemerintahan desa berdasar UU nomor 32 

Tahun 2004 bersifat koordinatif. Hubungan 

pelimpahan kewenangan dan pertanggungjawaban 

Camat dengan Lurah tergambar pada bagan 3.5. Camat 

dan Lurah masing-masing memperoleh delegasi 
kewenangan langsung dari Bupati/Walikota. Camat 

tidak lagi dapat mendelegasikan sebagian 

kewenangannya, karena hubungan antara Camat dan 

Lurah tidak lagi bersifat hierarkis melainkan bersifat 

koordinatif. 

 
Gambar 4 

Alur Pelimpahan Kewenangan Dari Bupati/Walikota 

Kepada Lurah 

Sumber: UU Nomor 32 Tahun 2004 

 

Peran kantor camat yang menjadi garda depan 
pelayanan publik di sektor kewilayahan kurang 

mendapat perhatian, sehingga belum berjalan dengan 

optimal. Koordinasi antar dinas-dinas terkait baik 

secara vertikal dan horizontal hendaknya dapat 

bertukar pikiran serta pendapat guna meningkatkan 

pelayanan yang maksimal. 

Berkaitan dengan koordinasi, penyelenggaraan 

rapat koordinasi juga perlu diperhatikan. Mengapa 

rapat ini menjadi penting, karena rapat koordinasi ini 

merupakan salah satu bentuk pendalaman materi yang 

dibutuhkan kedua belah pihak. Antara SKPD Sektoral 

yaitu dinas-dinas setingkat Kabupaten dengan SKPD 
Kewilayahan yaitu Kecamatan/Kelurahan. 

Perkembangan selanjutnya, di dalam rapat koordinasi 

ini kita juga dapat melihat sejauh mana keterjalinan 

antara dinas satu dengan dinas lain. 

Oleh karenanya, membangun dan memelihara 

jaringan ini diperlukan untuk memperluas cakupan 

pelayanan Kantor Camat Taman berjalan dengan 

efektif. Hal ini apabila semua dilakukan dengan baik 

akan membuat proses capacity building organisasi 

menjadi lebih optimal. 

 

e. Kepemimpinan Camat dan Kepemerintahan 

Salah satu hal yang mendukung proses capacity 

building organisasi berjalan baik adalah dengan 

kepemimpinan dalam kepemerintahannya berjalan 

sesuai dengan visi dan misi awal yang dijunjung. Salah 

satu tujuan pimpinan untuk organisasinya adalah 

membuat suasana yang nyaman, hangat dan 

mendukung kerja sama dimana standar yang tinggi 

diharapkan dapat diterima. Hal tersebut mendasari 

individu dalam organisasi mesti bekerja sama dengan 

baik. Terkait dengan ini, maka peran camat di Kantor 

Camat Taman diharapkan mampu meningkatkan kerja 
para pegawai sehingga nantinya pengembangan 

kapasitas organisasi di kantor camat Taman ini berjalan 

dengan optimal. 
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Selain itu, dalam menjaga hubungan yang baik 

dengan pegawai secara vertikal yaitu antara atasan dan 

bawahan maupun bawahan kepada atasan sebagai 

seorang pimpinan adalah suatu hal yang krusial. 

Seorang Camat harus mengerti kondisi yang baik para 

pegawai-pegawainya. Bagaimana seorang Camat 
dalam mendelegasikan tugas dan wewenang kepada 

para pegawai ini harus diperhatikan. Bukan hal yang 

tidak mungkin ketika pimpinan tidak begitu mengerti 

kondisi pegawai yang terjadi adalah salah komunikasi 

sehingga proses keorganisasian menjadi terganggu. 

Jadi membuat komunikasi yang efektif adalah 

keharusan seorang pimpinan yang dalam hal ini adalah 

seorang Camat. 

Proses komunikasi yang terjadi di dalam 

organisasi khususnya yang menyangkut komunikasi 

antara pimpinan dan karyawan merupakan faktor 
penting dalam menciptakan suatu organisasi yang 

efektif. Komunikasi efektif tergantung dari hubungan 

atasan bawahan yang memuaskan yang dibangun 

berdasarkan iklim dan kepercayaan atau suasana 

organisasi yang positif. Agar hubungan ini berhasil, 

harus ada kepercayaan dan keterbukaan antara atasan 

dan bawahan. 

Dilihat dari asal-usul kewenangan yang 

dijalankan oleh Camat, dapat dibedakan antara 

kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. 

Kewenangan antributif adalah kewenagan yang 

melekat pada seseorang pejabat karena diatur oleh 
peraturan perundangan-undangan. Sedangkan 

kewenagan delegatif memiliki arti Camat memiliki 

kewenangan dari Bupati/Walikota dengan 

mendelegasikan sebagian kewenangan pemerintahan 

kepadanya (Wasistiono Sadu, 2009: 48).   

Uraian pelimpahan kewenangan dari 

bupati/walikota kepada camat tersebut didapat melalui 

rapat teknis antara dinas daerah dan atau badan/kantor 

dengan camat untuk mencocokkan kewenangan yang 

mungkin dan mampu dilaksanakan oleh camat.  Selain 

itu pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan 
dari bupati/walikota kepada camat dapat dilaksanakan 

apabila memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu: Adanya 

keinginan politik dari Bupati/Walikota untuk 

mendelegaikan sebagian kewenagan pemerintahan 

kepada Camat; Adanya kemauan politik dari 

Bupati/Walikota dan DPRD kabupaten/kota untuk 

menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan yang 

mudah, murah, dan cepat; Adanya kelegawaan dari 

dinas dan atau lembaga tekns daerah untuk 

melimpahkan sebagian kewenagan teknis yang dapat 

dijalankan oleh Camat, melalui Peraturan Kepala 

Daerah; Adanya dukungan anggaran dan personil 
untuk menjalankan kewenagan yang telah 

didelegasikan kepada Camat. 

Syarat pendelegasian kewenangan ini juga 

kemudian mengembangkan pada gambaran atau pola 

mekanisme pendelegasian kewenangan dari 

bupati/walikota kepada camat. 

 

 
Gambar 5 

Alur Pendelegasian Kewenangan 

Sumber: Wasistiono Sadu. Perkembangan Organsasi 

Kecamatan 

 

Selain itu terkait tentang pendelegasian 

kewenangan bupati/walikota kepada camat menurut PP 

Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 15 ayat (1) dan (2)  

disebutkan: 

(1) Camat menyelenggarakan tugas umum 
pemerintahan yang meliputi: 

a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat; 

b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan 

ketenteraman dan ketertiban umum; 

c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan 

peraturan perundang-undangan; 

d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana 

dan fasilitas pelayanan umum; 

e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan 

pemerinatahan di tingkat kecamatan; 

f. membina penyelenggaraan pemerintahan 
desa dan/atau kelurahan; 

g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang 

menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau 

yang belum dapat dilaksanakan 

pemerintahan desa atau kelurahan. 

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Camat melaksanakan kewenangan pemerinatahan 

yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk 

menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang 

meliputi aspek: 

a. perizinan; 
b. rekomendasi; 

c. koordinasi; 

d. pembinaan; 

e. pengawasan; 

f. fasilitasi; 

g. penetapan; 

h. penyelenggaraan; dan 

i. kewenangan lain yang dilimpahkan. 

 

Pelimpahan wewenang ini masih baru di Kantor 

Camat Taman, maka itu memang perlu sosialisasi yang 

lebih sering kepada warga sekitar. Pelimpahan 
wewenang yang bersifat delegatif perlu dirinci secara 

limitatif dan terukur sehingga tidak menimbulkan 

tumpang tindih atau keragu-raguan akan 

pelaksanaannya. 
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SIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan 

bahwa, pelaksanaan capacity building di level 

organisasi yang ada di Kantor Camat Taman 
Kabupaten Sidoarjo adalah sebuah proses pembelajaran 

yang berimplementasi dari kebijakan pelimpahan 

wewenang bupati kepada camat dan pelaksanaan 

pelayanan publik di kecamatan.  

Selanjutnya, penjabaran dari kesimpulan 

penelitian “Capacity Building Organisasi Dalam 

Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Taman 

Kabupaten Sidoarjo” ini maka didapatkan: 

 

1. Implementasi capacity building tingkat organisasi 

berdasar visi, misi, dan strategi di Kantor Camat 
Taman Kabuoaten Sidoarjo: 

Konsep capacity building Kantor Camat 

Taman merupakan sebuah proses pembelajaran. 

Salah satu bentuknya yaitu dengan adanya 

perubahan visi dan misi yang mengikuti 

perkembangan kebutuhan masyarakat dan isu 

yang dihadapi. Pelaksanaan program dan 

kegiatan kepemerintahan yang tersusun di 

dalam visi misi dilakukan secara strategis. 

Konsistensi Kantor Camat Taman dalam 

melaksanakan visi misi dapat dilihat dari 

bagaimana kantor camat tersebut dalam 
melakukan kegiatan-kegiatannya yang 

berpedoman pada strategi yang telah disusun. 

Strategi yang digunakan kantor ini juga 

bertujuan untuk mengoptimalkan layanan publik 

yang ada yaitu dengan mengembangkan daya 

dukung layanannya yang dilakukan secara 

bertahap. 

 

2. Struktur Organisasi Kantor Camat Taman dalam 

mengupayakan pengembangan kapasitasnya 

menunjukkan adanya perkembangan. Adapun 
pengembangan kapasitas Kantor Camat Taman di 

dalam struktur organisasinya adalah sebagai 

berikut: 

‐ Menambahkan subbagian baru dalam 

struktur organisasi Kantor Camat Taman, 

yakni subbagian Pelayanan Umum, karena 

bagian tersebut merupakan action tool dari 

strategi kantor ini yaitu mengembangkan 

daya dukung layanan publik. 

‐ Menerapkan pendelegasian wewenang dari 
atasan ke bawahan guna kegiatan pelayanan 

dapat berjalan maksimal. 

‐ Mengoptimalkan hubungan koordinasi pada 

struktur organisasi kecamatan dengan 

melakukan pembinaan dan sharing 

knowledge. 

 

3. Capacity building organisasi pada segi sistem 

manajemen yang ada di Kantor Camat Taman 

Kabupaten Sidoarjo. Pengembangan kapasitas 

dalam sistem manajemen, peneliti membagi 

menjadi tiga aspek yang terdiri dari sistem 

kepegawaian, sistem penganggaran dan sistem 

pelayanan. Hal ini peneliti mendapat beberapa hal 

berikut: 

‐ Terdapat kendala kekurangan pegawai, 
namun sementara dapat diatasi dengan 

merangkapkan tugas pada pegawai yang 

telah ditunjuk sambil menunggu proses 

perekrutan dimulai. 

‐ Sistem kepegawaian di kantor ini 

mengupayakan agar pegawai-pegawainya 

berdaya dengan memberikan bimbingan dan 

pelatihan sesuai dengan tupoksi mereka 

secara berkala. 

‐ Terkait Perbup Sidoarjo No. 78 Tahun 2008 
tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan 

dari Bupati Kepada Camat telah memberi 

bantuan yang berarti pada anggaran 

kecamatan. Kantor ini menjalankan rolling 

pegawai, sehingga seorang pekerja 

diharapkan dapat memperkaya skill-nya 

dalam menjalankan pekerjaannya. 

‐ Bidang layanan umum, kantor ini 

menerapkan delivery service pada 

kepengurusan layanan kependudukan, misal 
KK dan KTP. 

‐ Adanya Perbup Sidoarjo No. 78 Tahun 2008 

tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan 

dari Bupati Kepada Camat, maka yang 

dijadikan prioritas dalam menentukan 

besaran anggaran kecamatan adalah 

karakteristik masing-masing kecamatan. 

‐ Karakter Kecamatan Taman yang padat 

penduduk menyebabkan kebutuhan akan 

layanan publik menjadi tinggi, sehingga 
mempengaruhi kebutuhan anggaran Kantor 

Camat Taman. 

 

4. Penerapan pengembangan kapasitas organisasi 

Kantor Camat Taman pada partnership dan 

kerjasama dengan pihak yang terkait. 

Kantor Camat Taman berupaya lebih 

mendekatkan diri pada masyarakat dengan 

menjadi mediator ketika terjadi konflik, misal 

sengketa tanah, rusaknya jalan desa, perijinan 

mendirikan bangunan yang pada umumnya 
berkaitan dengan dinas Kabupaten Sidoarjo. 

Hubungan kantor camat dengan SKPD Sektoral 

seperti dinas/badan secara bertahap mulai 

terjalin baik walau hanya sebatas koordinasi dan 

fasilitasi. Selain itu di sisi internal, kantor ini 

menerapkan sistem sharing knowledge antar 

divisi sehingga membangunkan kesadaran 

bahwa tiap bagian kantor baik fungsi dan 

jabatan saling berkaitan dan satu kesatuan. 

 

5. Capacity building organisasi Kantor Camat Taman 

dalam kepemimpinan dan kepemerintahannya. 
Kepemimpinan menjadi faktor yang 

paling berpengaruh dalam proses capacity 
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building di sini. Camat memposisikan dalam 

kepemerintahannya selain sebagai leader juga 

sebagai helper. Pendelegasian kewenangan 

sudah cukup jelas terlihat ketika proses 

legalisasi mengurus sesuatu. Bila camat 

berhalangan, pegawai yang lain sudah dapat 
handle untuk satu pekerjaan tertentu yang telah 

didelegasikan sebelumnya. 

 

Saran 

Berdasar kesimpulan di atas maka peneliti akan 

mengajukan saran-saran untuk mengoptimalkan 

capacity building organisasi tersebut sebagai berikut : 

1. Di dalam sistem kepegawaian diperlukan 

perencanaan untuk mengoptimalkan sumber daya 

agar lebih produktif. Masalah kekurangan pegawai 

menjadi kendala utama dalam Kantor Camat Taman 
ini sehingga menimbulkan pelayanan kurang 

berjalan maksimal. Untuk itu jika dimungkinkan 

menambah pegawai yang berstatus honorer 

sehingga pekerjaan dapat berjalan optimal. 

2. Dalam hal koordinasi, perlunya dilakukan rapat 

koordinasi dan pembinaan antara pihak kecamatan 

dengan dinas SKPD terkait secara berkala. Rapat 

koordinasi dan pembinaan ini dikembangkan tidak 

hanya sebatas melakukan rutinitas tetapi lebih pada 

mengembangkan content. Ini lebih pada sharing 

knowledge baik pihak kecamatan pada SKPD dinas 

maupun pihak SKPD dinas pada kecamatan, dan 
bukan hanya sekadar melepas dan menerima 

wewenang yang ada. 
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